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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakang 

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik 

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat). Sebagai Negara 

hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 

menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.1 

Idealnya sebagai Negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan 

hukum atas supermasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di 

dalam Negara.2Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang 

penting yakni Asas praduga tak berasalah (Presumption Of Innocence), Asas yang 

demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

(KUHAP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, 

ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihapakan di muka sidang pengadilan, wajib 

dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 

menyatakankesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap3. Putusan 

                                                             
1 Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan Ed. I Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33. 
2 Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan 

Pemberatan,http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108, diakses pada tanggal  09 
September 2019 pada pukul 18:26 WIB. 

 
3 Sutoyo Sutarto, 2003, Hukum Acara Pidana Jilid I, Cet. III, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang, hlm. 19.  

http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108


pengadilan juga menganut asas persamaan di depan hukum (Equality Before The 

Law). Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada 

asas Equality Before The Law dan Presumption Of Innocence, karena asas ini 

mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungidan 

diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang wewenang 

memutus perkara4. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi 

ceriminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana 

dan pemidanaan. Asas-asas yang tersebutdiatasberlakuuntuksemua jenis tindak 

pidana termasuk juga tindak pidana korupsi. 

Menurut Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemerikasaan Tindak Pidana 

Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah5: 

a. tindakan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran 

memperkaya diri atau badan yang secara langsung atau tidak langsung 

merugikan perekonomian negaran atau daerah atau badan hukum lain yang 

menggunakan modal negara; 

                                                             
4 Letezia Tobing, http://m.hukumonline.com, Asas Praduga Tak Bersalah, diakses pada tanggal 12 

September 2019 pada pukul 18.59 WIB. 
5 La Sina, Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia, 

http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1108, diakses pada tanggal 09 September 2019 
pada pukul 19:36 WIB. 

 

http://m.hukumonline.com/
http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1108


b. perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan 

menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 

Pengertian korupsi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 

dimaksud dengan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 pidana korupsi adalah ketentauan hukum materil yang 

tercantum dalam pasal 2 sampai dengan  Pasal 16 dan Pasal 21 sampai dengan 

Pasal24.6 

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan korupsi 

adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri 

atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara 

sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap 

                                                             
6 Jur Andi Hamza, 2014, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan 

Internasional, Sinar Grafika, Jakarta,  hlm.26. 



sebagai korupsi adalah: (1) secara melawan hukum; (2) memperkaya diri 

sendiri/orang lain; dan (3) “dapat” merugikan keuangan/perekonomian 

negara.7Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Tindak Pidana Korupsi, maka ruang lingkup tindak pidana korupsi, yaitu sebagai 

berikut8; 

1. Merugikan keuangan Negara; 

2. Suap; 

3. Gratifikasi; 

4. Penggelapan dalam jabatan; 

5. Pemerasan; 

6. Perbuatan curang; dan 

7. Konfilik kepentingan dalam pengadaan. 

Tindakpidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah mewabah keberbagai 

segi kehidupan. Reformasi yang dicita-citakan pada tahun 1998 mengamanatkan 

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Harapan agar terwujudnya 

pencegahan dan pemberantasan korupsi yang merupakan cita-cita luhur reformasi 

hanya tinggal harapan. Karena pada saat ini korupsi bukannya hilang oleh 

penegak hukum, tetapi korupsi semakin besar, dari putusan tipikor terdakwanya 

                                                             
7Septiana Dwiputrianti, Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, 

http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/364, diakses pada tanggal12 September 2019 pada 
pukul 19:47 WIB. 

8 M. Dhana S. Ginting, 2018, Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi analisa Disparitas 
Dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi Di Sumatera Utara, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja 

Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, hlm. 24. 

http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/364


terdiri dari berbagai kalangan, yaitu dari bidang pendidikan, kesehatan, 

perhubungan, kepala daerah, kalangan legislative maupun yudikatif, sampai 

dengan pejabat perusahaan swasta rekan BUMN. Berdasarkan sumber  Indonesia 

Corruption Watch (ICW) tahun 2015, kasus korupsi selama tahun 2014, terdapat 

308 kasus, sebagian tersangka pejabat, pemerintah daerah dan kementerian, 

dibandingkan pada tahun 2013 melibatkan kepala daerah9. Sangat 

memprihatinkan mengetahui korupsi yang paling banyak dilakukan oleh 

pemerintah daerah karena anggaran keuangan yang diberikan oleh pemerintah 

pusat malah di korupsi.  

Kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh kepolisian, kejaksaan maupun 

KPK dijatuhi sanksi pidana. Namun, penjatuhan pidana ini belum menimbulkan 

kepuasan bagi masyarakat yang menilai karena masih jauh dari ancaman pidana 

yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Penjatuhan sanksi 

pidana yang belum seimbang dengan perbuatan dan kerugian keuangan negara 

yang dilakukan para koruptor ini, dipandang tidak menimbulkan efek jera bagi 

para pelaku.10 

Pemberian sanksi yang belum proposional antara perbuatan terdakwa 

dengan sanksi yang di jatuhkan belum bisa memberikan efek jera, apalagi 

seringkali terjadi perbedaan penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana 

                                                             
9Ahmad zaki, Novi Yanti, 2018, Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Analisis 

Disparitas Dan Rendahnya Penjatuhan Vonis Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Riau, 
Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, hlm. 34. 

10Ibid, hlm. 34-35. 



korupsi sedangkan pasal yang dikenakan pada terdakwa sama begitupun kerugian 

negaranya, namun pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi 

terjadi ketimpangan. Tinggi rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku 

bisa menimbulkan disapritas pidana yang bisa berakibat negatif terhadap 

penegakan hukum bagi kasus tindak pidana korupsi. 

Disparitas pidana adalah penerapan yang tidak sama terhadap tindak 

pidana atau tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat dibandingkan tanpa 

dasar pembenaran yang jelas.11 Adapun istilah disaparitas itu sendiri pada 

hakekatnya berasal dari bahasa Belanda yang secara etimologis kata disparitas 

berasal dari dua kata yaitu “dies” yang artinya tak atau tidak, kemudian “parteit”, 

yang artinya kesamaan, sedangkan kata pidana berasal dari bahasa sansekerta 

yang berarti penderitaan12. Sebagiamana dalam uraian sebelumnya bahwa 

disparitas vonis tindak pidana korupsi dikenal adanya suatu kesenjangandalam 

penjatuhan hukuman atau vonis untuk jenis perkara yang sama. Lebih spesifik 

dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa 

disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:13 

 

 

                                                             
11 Barda Nawawi Arief, 1995, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Kencana, Jakarta, 

hlm. 45.  
12 Yulia Monita, 2018, Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Analisa Disparitas dan 

Rendahnya Vonis Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi  Jambi, Direktorat 
Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, hlm. 70-71. 

13 Harkristuti Harkrisowo, 2003, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap 

Proses Legislasi Dan Pemidanaan di Indonesia,dalam majalahKHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, hlm. 28 



1. Disparitas antara tindak pidana yang sama; 

2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang 

sama; 

3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; dan 

4. Disparitas antar pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda 

untuk tindak pidana yang sama. 

Disparitas pemidanaan dalam penjatuhan pidana terjadi dalam hal yang 

wajar, karena hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. 

Disparitas pemidanaan menajadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman 

yang dijatuhkan antara perkara yang serupa sedemikian besar, sehingga 

menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan dan hilangnya 

kepercayaan masyarakat.14 Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara 

korupsi bukan hal yang baru, disparitas pemidanaan perkara korupsi dapat terjadi 

tidak hanya penjatuhan pidana atau pidana pokok, tetapi juga meliputi disparitas 

penjatuhan pidana uang pengganti.15 

Salah satu aspek yang penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi  

adalah proses penegakan hukum. Khususnya hakim dalam memutusakan suatu 

perkara, harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang dilakukan 

secara teliti, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan 

                                                             
14 Mukhlis, 2018, Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Disparitas Dan Rendahnya 

Vonis Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Aceh, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan 
Intansi KPK, Jakarta, hlm. 2. 

15Ibid, hlm. 2. 



fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim dapat mencerminkan 

penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi 

bangsa dan negara. Selain itu juga harus mempertimbangkan nilai-nilai 

kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan dan 

perubahan perilaku yang menimbul kan efek jera setelah keluarnya dari Lembaga 

Pemasyarakatan. Sehingga kadang terjadi perbedaan penerapan pindana yang 

tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. 

Disparitas putusan pidana kasus korupsi ini tidak bias lepas dari diskresi 

hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk suatu perkara pidana korupsi.16 Di 

Indonesia disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi 

hakim, baik dan jahat pada diriterdakwa.17Berat ringan suatu putusan hakim juga 

diikuti oleh tuntutan dari Penuntut Umum, namun tidak kecil kemungkinan kalau 

nantinya hakim memberikan putusan lebih berat dari yang dituntut oleh Jaksa, 

atau memutus hal-hal yang tidak dimohon, hal ini biasa disebut dengan ultra 

petita18.Berdasarkan data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Palembang 

bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Palembang dalam rentang waktu 

2018 sampai Oktober 2019 berjumlah 47 kasus, Dapat dilihat bahwa 

perkembangan tindak pidana korupsi di Palembang belum mengalami penurunan 

yang signifikankarena masih maraknya oknum-oknum yang melakukan tindak 

                                                             
16M. Dhana S. Ginting, Op.Cit, hlm. 14.  
17Ibid, hlm 14-15.  
18Septian Dwi Riadi, www.kompasiana.comMengurai Polemik Penahanan Dan Ultra Petita Dalam 

Kasus Ahok,diakses pada tanggal 13 septermber 2019 pada pukul 12:08 WIB.  

http://www.kompasiana.com/


pidana korupsi dari tahun ketahun dan bahkan akan mengalami peningkatan. 

Sehingga dari data diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenaikasus korupsidi Palembang yang belum mengalami penurunan yang 

signifikan serta hubungannya dengan dispartisa dan rendahnya putusan hakim. 

Fenomena disparitas pemidanaan terjadi di palembang dalam penjatuhan 

hukuman pokok maupun juga hukuman tambahan berupa pembayaran uang 

pengganti. Seperti dalam putusan kasus tindak pidana korupsi ini, berikut adalah 

gambarana disparitas putusan hakim: 

1. Perkara Nomor 9/Pid.sus-TPK/2018/PN.Plg19 terdakwa dituntut Pasal 2 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, 

menuntut terdakwa dengan pidanapenjara 6 (enam) tahun 6 (enam) dan pidana 

denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Kemudian majelis 

hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) 

tahun 6 (enam) bulan dan dendaRp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 

yang mana tuntuan Penuntut Umum dan putusan majelis hakim mendekati 

batas minimum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  

                                                             
19 Direktori Putusan Mahkamah Agung,http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus 

putusan.no.9/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG, diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 14:45 WIB. 

http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus%20putusan.no.9/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG
http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus%20putusan.no.9/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG


tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.  

2. Perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg20 merupakan kasus korupsi yang 

dilakukan secara bersama-sama dengan Nomor Perkara  terdakwa dituntut 

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke 1 

KUHP dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan. Kemudia majelis 

hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengna pidana penjara 7 (tujuh) 

tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutah rupiah) 

subsidair 2 (dua) bulan.  

3. Perkara  Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg21 terdakwa dituntut Pasal 2 ayat 

(1) j.o Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perbuahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

pemberanasan tindak pidana korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda 

                                                             
20Direktori Putusan Mahkamah Agung,http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus 

putusan.no.24/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG, diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 14:47 WIB. 
21  Direktori Putusan Mahkamah Agung, http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus 

putusan.no.6/PID.SUS-TPK/2019/PN.PLG, diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 14:49 WIB. 

http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus%20putusan.no.24/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG
http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus%20putusan.no.24/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG
http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus%20putusan.no.6/PID.SUS-TPK/2019/PN.PLG
http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus%20putusan.no.6/PID.SUS-TPK/2019/PN.PLG


sebesar Rp 500.000.000,00 dan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan 

hakim terhadap terdakwa adalah menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 

dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 

500.000.000,00 (lima ratus jutah rupiah). 

4. Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg22penuntut umum menuntut 

terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) j.o Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa di tuntut 

dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan subsidair6 (enam) bulan kurungan. 

Putusan yang dijatuhkan hakim adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 

1000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak 

dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) 

tahun. 

Sangat membahayakan apabila masyarakat tidak peduli dengan penegakan 

hukum termasuk dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 

41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

                                                             
22 Direktori Putusan Mahkamah Agung, http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus 

putusan.no.6/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG, diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 14:51 WIB. 

http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus%20putusan.no.6/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG
http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus%20putusan.no.6/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG


Pidana Korupsi yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam 

pemberantaasan dan penggaulangan tidank pidana korupsi.23Ketentuntuan 

dalam pasal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi karena masyarakat ikut berperan serta 

dalam memberikan laporan adanya dugaan korupsi di lingkungannya, dapat 

ditarik kesimpulan dengan terjadinya disparitasakan menimbulkan perhatian 

semua pihak jika disparitas tidak ada pembenaran menurut hukum. Oleh karena 

itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang akan 

dipaparkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul “Disparitas Putusan Hakim 

Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Palembang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, 

maka perlu dikemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas penjatuhan 

putusan  hakim dalam tindak pidana korupsi? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang 

menimbulkan disparitas dalam tindak pidana korupsi di pengadlan negeri 

palembang? 

 

                                                             
23 Hadi Setia Tunggal, 2007, Undang-Undang Korupsi Beserta Peraturan Pelaksanaannya,  

Harvarido, Jakarta,  hlm. 225. 



C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dari 

penulisan skripsi yang dibuat oleh penulisa adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disapritas penjatuhan putusan 

hakim dalam tindak pidana korupsi. 

2. Untuk mengatahui pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidanadalam tindak pidana korupsi sehingga 

menimbulkan adanya disparitas.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis, yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Penulisan ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu 

pengatahuan, khususnya memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum 

pidana sekaligus pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri 

Palembang. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya 

literatur-literatur dalam bidang hukum yang telah ada sebelumnya, serta dapat 

memperluas wawasan mengenai pengaturan pengakan hukum di Indonesia. 

2. Secara Praktis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau 

pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen, 



maupun masyarakta awam khusunya pengetahuan mengenai Disparitas Putusan 

Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi serta dapat menjadi masukan bagi pihak-

pihak yang berwenang dalam mengambil suatu kebijakan amar putusan terhadap 

tindak pidana korupsi yang menimbulkan disparitas. 

E. Kerangka Teori 

Berikut merupakan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitan skripsi 

ini : 

1. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum pidana adalah 

kegiatan penyerasian anatara apa yang ada di kaidah-kaidah sejumlah peraturan 

perundang-undangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan 

kedamaian dalam hidup.24 Menurut Soerjono soekanto dalam melaksanakan 

penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor hukum, faktor 

penegak hukum faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. 

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam 

penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.25 

2. Teori Penjatuhan Putusan 

Menurut Lilik Mulyadi mengatakan bahwa putusan hakim adalah putusan 

yang diucapkan oleh hakim karena jabatanya dalam persidangan perkara pidana 

yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara 

                                                             
24 H. Soetandyo Wignjosoebroto, 2010, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta,  hlm. 373.  
25 Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,  Liberty, Yogyakarta, hlm. 

145. 



pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari 

segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan 

penyelesaina perkaranya26. 

 Menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

putusan hakim terdiri dari 3 (tiga) putusan, yaitu : 

a. Putusan bebas 

Putusan bebas atau yang disebut dengan istilahvrijspraak diatur dalam pasal 

191 Ayat (1) KUHAP yang isinya : 

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan 

terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 

menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” 

 

Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia 

berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan27. 

Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan 

oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka, 

tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau bukti terpenuhi tapi hakim tidak yakin 

akan kesalahan terdakwa28. 

 

 

                                                             
 
27 Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, 2017, Hukum Acara Pidana, Universitas Sriwijaya, 

Palembang,hlm. 198. 
28Ibid. hlm. 198.  



b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

Putusan lepas atau disebut dengan onslag van alle rechtvervolging, diatur 

dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya adalah : 

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa 

diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” 

 

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbutan uang terbukti itu 

merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwanya tidak dapat dipidanan 

disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab tersebut dalam Pasal 44 

KUHP atau disebabkan adanya alasan pemaaf tersebut dalam Pasal 49 (2) KUHP 

dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP29. 

c. Putusan pemidanaan  

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap 

perbutan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan 

meyakinkan, jadi menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP apabila terdakwa terbukti 

bersalah maka harus dijatuhi hukuman pidana.30 

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk 

memperoleh putusan hakim.31 

Tugas hakim telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain  sebagai berikut: 

 

                                                             
29Ibid. hlm. 199 
30Ibid. hlm. 199-200 
31 M. Nur Rasaid, 2003, Hukum Acara perdata, cet III, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48. 



1. Mengadili menurut hukum dengan tidak mebeda-bedakan orang (Pasal 4 

ayat (1)). 

2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (Pasal 4 ayat(2)). 

3. Hakum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)). 

4. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatau 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 

(1)). 

5. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat 

(2)) 

F. Ruang Lingkup 

Agar pembahasan pada penelitan ini tidak meluas maka ruang lingkup 

dalam penelitan ini hanya membahas tentang disparitas putusan hakim dalam 

tindak pidana korupsi. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang di dukung 

dengan data empiris. Jenis penulisan normatif, yaitu penelitan hukum yang terdiri 



dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, 

dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum32. Dan diukung penelitian 

empiris yang merupakan penelitian lapangan berupa wawancara dengan Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khususnya yang memutuskan 

perkara yang akan diteliti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Kelas IA Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

PendekatanPerundang-undangan atau Statue Approach adalah pedekatan 

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengna isu hukum yang sedang ditangani.33 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telah pada kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah 

merupakan kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal pokok yang 

dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada 

suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam 

memecahkan isu hukum yang dihadapi.34 

 

                                                             
32 Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitan Hukum, Cet Ke-13,  PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 41. 

 
33 Peter Mahmud Marzuki, 2009,Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 

93. 
34Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum,Sinar Grafika,Jakarta, Cetakan kelima, hlm. 23. 



3. Lokasi Penelitian 

Penelitan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA, Kota  

Palembang dengan melakukan wawancara dan menggali informasi terkait dengan 

disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi kepada hakim. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan 

(Library Research), yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum:  

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri 

atas35: 

i. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

ii.  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

iii. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

iv. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

                                                             
35Ibid, hlm. 23. 



2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer.36 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.37 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara 

atau survey lapangan langsung dengan narasumber, yaitu dengan hakim 

Pengadilan Negeri Palembang yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi. 

5. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah keselurahan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, 

atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.38 

b. Sampel 

Dalam penulisan skripsi ini menggukana metode pengambilan sampel 

berupa Purposive Sampling. Dalam Purposive Sampling, pemilihan sekelompok 

subjek atas ciri-ciri atau sifa-sifat tertentu yang dapat dipandang mempunyai 

sangkut paut yang sudah diketahui sebelumnya.39 Penelitan ini memilih responden 

yang meliputi:Majelis hakim Pengadilan Negri Palembang Kelas IA. 

                                                             
36Ibid, hlm. 23. 
37Ibid, hlm. 24. 
38Aminuddin dan Zainal Asikin, 2010,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 95 
39Ibid.hlm. 106.  



6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Keputakaan 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, 

menginventarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari 

buku-buku, jurnal, Undang-undang, serta penulisan ilmiah lainnya yang 

berhubungan daengan penelitian ini.40 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan studi langsung ke objek yang mengetahui atau 

berperan langsung dalam kasus tindak pidana korupsi dalam hal ini terkhusus di 

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA. 

7. Teknik Analisa Data 

Terlebih dahulu penyusun membandingkan putusan yang terdapat disparitas 

di dalamnya. Selanjutnya meneliti apa yang menjadi dasar penyebab terjadinya 

disparitas dalam putusan tersebut dengan data yang diperoleh penyusun baik itu 

dari bahan hukum primer maupun hukum sekunder. 

8. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

Teknik pengambilankesimpulan yang digunakan penulis adalah teknik 

pengambilan kesimpulan induktif, yaitu merumuskan gagasan-gagasan dari hal 

yang didasarkan pada data dan fakta sehingga penulis dapat menarik kesimpulan 

yang bersifat umum mengenai disparitas putusan hakim dalam tindak pidana 

korupsi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA. 

                                                             
40 Nazir, 2003,Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27. 
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